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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri

: 1.

Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara  Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Transfer ke Desa perlu dilakukan perubah

dan penyesuaian,; '

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer
ke Desa.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014, Nomor 168) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata  Cara  Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Transfer ke Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE
DESA

Pasal I
Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2015 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 .
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada
tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
(@) Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari
pagu alokasi; dan
(b) Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari
pagu alokasi.
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(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah Dana Desa diterima di kas daerah.

(8) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa
dilakukan setelah APBDes ditetapkan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

» BAMBANG PURWANTO
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
MASRADIN

BERITA DAERAH'KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016 NOMOR : 23
Salinan/sfgsuai dengan aslinya
KEPAL GIAN HUKUM,

M. RUSLI EFENDI], S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002



